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ABSTRAK

Membincang persoalan ‘iddah, ada korelasinya dengan masa
berkabung yang disebut dengan istilah ihdad, dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) nampaknya masih membidik perempuan dengan aturan-
aturan yang sifatnya membatasi ruang gerak mereka, bahkan oleh sebagian
kelompok pemerhati gender dapat dikatakan membatasi hak asasi
manusia.

Pertanyaan yang kemudian muncul ialah;bagaimana konsktruksi
‘iddah dan ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipandang dari
perspektif gender, mengapa konstruksi ‘iddah dan ihdad dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) mendiskriminasikan perempuan, dan bagaimana
konstruksi ideal tentang ‘iddah dan ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI) perspektif gender. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka
(Library research), bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatangender.

Kesimpulan penelitianyang penulis Kkaji: pertama, ‘iddah dalam
Pasal 153-155 menjadi masalah serius ketika proses perceraian tersebut
adalah gugat cerai yang sumber masalahnya dari pihak suami, maka
betapa mudahnya suami meninggalkan pernikahan tanpa penghormatan
tehadap nilai-nilai sakral dalam hubungan suami isteri. Kemudian pada
kasus talak raj’i konsep ‘iddah jauh lebih rawan, karena dalam keadaan
isteri yang ber-’iddah sedangkan suaminya tidak, justu memicu tejadinya
poligami terselubung. Kedua,ihdad dalam KHI Pasal 170 terkesan
stereotip terhadap perempuan. Bahwa perempuan adalah sumber masalah
yang dengan memandangnya saja bisa menimbulkan ketertarikan atau
syahwat, sehingga ia mesti disembunyikan dalam rumah. Ketiga, Formula
syariat hukum ‘iddah dan ihdad dalam bingkai KHI, oleh kaum
pendukung perempuan dianggap tidak cukup pro-aktif dalam merespon
perubahan sosial. Seiring dengan perkembangan peran perempuan yang
bisa berubah dari pada umumnya, dalam masalah ‘iddah dan ihdad ini
seseorang dapat mengkompromikan kandungan hukum yang ada dalam
ketentuan syara’, seperti misalnya adanya kepentingan urgen (kewajiban
perempuan menafkahi keluarganya pasca suami meninggal). Keempat,
Untuk konteks masa kini, maka ‘iddah tetap relevan diberlakukan bagi
perempuan dan juga bagi laki-laki, demi menjaga status perkawinan yang
merupakan akad yang agung, dan dengan keduanya menerapkan hukum
‘iddah yang sama maka akan meminimalisir tindakan yang tidak
diinginkan, seperti poligami terselubung yang mengakibatkan kekerasan
tehadap perempuan. Sedangkan konsep ihdad menjadi ketentuan yang
sifatnya baik dan harus dilakukan apabila dalam kondisi perempuan dan
atau laki-laki tidak ada tuntutan (misalnya bekerja sebagai tuntutan
menafkahi keluarga atau kesibukan lain yang sifatnya merugian bayak
orang jika ditinggalkan).

Kata Kunci: Konstruksi, ‘Iddah, Ihdad, Gender.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10
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J Lam L El
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o Nun N En
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o Ha’ H Ha
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Oaxia ditulis muta’aqqidin
bac ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbutah
1. Bila dimatikan ditulis h

4 ditulis hibah
L ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan h.

Ll ¥ aal S ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah
ditulis t.
ohill 383 ditulis zakatul fit ri
D. Vokal Pendek

kasrah ditulis i

fathah ditulis a

viii



dammah ditulis u
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

Al ditulis a’antum

s ditulis u’iddat

S il ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
a. Biladiikuti Huruf Qamariyah

o) A ditulis al-Qur’an
o ) ditulis al-Qiyas
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Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
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MOTTO

Laki-Taki dan  perempuan itu berbeda,
namun tidak untuk dibeda-bedakan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kajian perempuan dewasa ini —dalam Islam khususnya-
berkembang dengan siginifikan. Hal ini bisa dilihat dengan adanya
reinterpretasi terhadap dalil-dalil baik al-Quran maupun al-hadis dan
munculnya lembaga-lembaga khusus yang mengkaji tentang perempuan.
Bahkan beberapa dekade terakhir ini, persoalan gender telah menjadi
wacana yang banyak diperhatikan di level nasional mauoun internasional,
seiiring pula dengan menguatnya kampanye hak asasi manusia.*

Secara konsep, manusia menginginkan keadilan dan kesejahteraan.
Konsekuensinya, bila suatu masyarakat ditemui relasi yang timpang dan
diskriminatif harus dirubah dengan pola yang mengembangkan prinsip
keadilan. Karena ketimpangan akan mengganggu semangat untuk sama-
sama menikmati kesejahteraan dan iklim kebersaman. Dengan demikian
diperlukan serangkaian perubahan struktural yaitu perubahan relasi sosial
yang berkesetaraan. Hal ini mesti dilakukan mulai lingkup terkecil yaitu

kehidupan keluarga.

! Yusuf Supiandi, Bunga Rampai Pengarusutamaan Gender, (Jakarta:T.P, 2008), h. 31

2 Terbentuknya sebuah keluarga, akan secara otomatis melahirkan sebuah hukum di
dalamnya, yang dinamakan hukum keluarga. Di mana hukum ini berisi sebuah aturan-aturan yang
dibebankan kepada semua anggota keluarga. Wahbah al-Zuhaili mendevinisikan bahwa pengertian
hukum keluarga ialah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya yang mengatur
hubungan pada masa-masa awal pembentukan hingga masa berakhirnya. Lihat, Wahbah al-
Zuhaili, al-Figh al-1slam wa Adillatuh, 1409 H/1989 M, (Beirut:Dar al-Fikr), h. 19



Salah satu masalah yang menarik dikaji berkaitan dengan isu-isu
gender dalam hukum keluarga adalah tahapan yang harus dilewati
perempuan muslim setelah putusnya perkawinan baik disebabkan oleh
perceraian maupun kematian, yakni berkaitan dengan ‘iddah dan berlanjut
dengan ketentuan masa berkabung ketika ‘%ddah-nya orang yang ditinggal
mati suami yang kemudian dikenal dengan ihdad. Ketentuan tersebut
berangkat dari nash yang seakan-akan dalam pemahaman tekstualis
perempuan harus tunduk pada hukum yang memberatkannya.
Sebagaimana ketentuan ‘iddah di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),?
Pasal-Pasal yang ada didalamnya mengatur masa tunggu perempuan
sedemikian kompleks,* sedangkan laki-laki sama sekali tidak disinggung
dalam aturan waktu tunggu pasca perpisahan.

Kata ‘iddah sebagaimana yang dimuat di dalam berbagai kitab
fikih konvensional yang ada dihadapan kita selama ini dipahami sebagai

masa tunggu bagi perempuan pasca perpisahan dengan suaminya, baik

® Dalam jurnal Mimbar Hukum Ditbinpera Depag, Kompilasi Hukum Islam adalah
naskah yang memuat pendapat terpilih tentang hukum Islam yang dihimpun dari berbagai kitab
figh dan disusun secara sistematis menyerupai kitab perundang-undangan, terdiri dari bab-bab dan
pasal-pasal, lihat. Abd Salam, Hukum Islam di Indonesia: Pelembagaan, pembaharuan dan
Prospek Transformasinya, dalam Mimbar Hukum, No. 64, (Jakarta: Al Hikmah dan
DITBINPERA Islam, 2004), h. 12. Menurut kamus Blacks Law Dictionary yang dikutip oleh A.
Hamid S. Attamimi bahwa “Kompilasi” berarti suatu produk tulisan disusun dari karya orang lain
dan ditata dalam cara metodis (Compilation: a literary production composed of the work of others
and arranged in a methodical manner). Dengan demikian, maka KHI adalah himpunan dari
ketentuan-ketentuan hukum Islam yang dituliskandan disusun dalam cara yang metodis. Lihat,
Pengurus Pusat lkatan Hakim Peradilan Agama, Prospek Hukum Islam dalam Kerangka
Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun, Prof. Dr.H. Busthanul
Arifin, S.H, (Jakarta: PT. Kemudimas Abadi, 1994), h. 223

* Disebutkan dalam KHI Pasal 153 tentang waktu tunggu, bahwa:Bagi seorang isteri yang
putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau ‘iddah, kecuali gabla al dukhul dan
perkawinannya putus bukan karena kematian suami.



karena perceraian maupun kematian, untuk mengetahui kebersihan rahim,
menunjukkan rasa sedih atas kematian suami dan beribadah.’Konsekuensi
yang muncul dari pemahaman tersebut adalah bahwa ‘iddah hanya berlaku
bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki. Bahkan menjalankan ‘iddah bagi
perempuan dianggap termasuk ibadah sehingga mengalamai keterbatasan
untuk rasionalisasi dan penjelasan. Hal ini sebagaimana pendapat Ibn
Hazm yang dikutip oleh Hasballah, perintah ‘iddah termasuk masalah
ta’abbudi sehingga tinggal diterima, dilaksakan dan tidak ada hikmah
didalamnya.®

Konsep ‘iddah mendiskrminasikan kaum perempuan dikarenakan
dianggap membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian atau
ditinggal mati oleh suaminya. Wanita dituntut untuk membatasi pergaulan,
gaya hidup, aktivitas sehari-hari bahkan karir, sedangkan kaum laki-laki
bebas berbuat apa saja pasca perceraian bahkan menikah lagi pun
diperbolehkan tanpa menunggu selesainya masa ‘iddah. Padahal dalam
konteks kehidupan modern seperti ini, perempuan dihadapkan dengan
tuntutan dan tantangan yang tidak berbeda dengan laki-laki, yaitu berperan

aktif, tidak hanya pada ranah domestik, tetapi juga ranah publik.

> Ali Hasballah, al-Furgah baina az-Zaujaini wa Ma Yata’allagu biha min ‘iddatin wa
nasab, Cet. I, (t.tp: Dar al-Fikr al-‘Arabiy, 1387 H/1968 M), h. 187. Lihat As-Sayyid Sabiq, Figh
as-Sunnah, cet. 1V, (Beirut:Dar al-Fikr, 1983), Juz I, h. 277

® Hasballah, al-Furgah, h. 187. Akan tetapi menurut Jauziyyah, ‘iddah bukan termasuk
masalah ibadah mahdah dan dapat diketahui hikmahnya. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, 4’lam al-
Mugawwi’in Rabb al-Alamin, (Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), Jilid I, Juz II,
h. 51. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Zarkasyi, Lihat Ibn Hajar al-Haitami, Hawasyi
asy-Syarwani wa Ibn Qasim al- ‘Tbadi ‘ala Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj, (t.tp:Dar Sadir,
t.t), Jilid VI, Juz VIII, h. 229



Berbicara persoalan ‘iddah, ada korelasinya dengan masa
berkabung yang disebut dengan istilah ihdad.” Yang perlu digaris bawahi
dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)Pasal 153-154 tentang masa tunggu
disebutkan serangkaian ketentuan yang mengikat kepada perempuan dan
banyak menafikan kepada pihak laki-laki. Kemudian dalam Pasal 170
tentang masa berkabung hanya diperuntukkan bagi perempuan sedangkan
suami hanya menurut kepatutan. Ketika suami meninggal mereka
menerapkan aturan yang cukup ketat, sang istri harus menampakkan rasa
duka cita yang mendalam atas kematian suaminya. Tetapi konstruksi yang
ada tidak berlaku seimbang ketika terjadi sebaliknya. Hal ini dibarengi
dengan kenyataan bahwa pada realitanya konstruksi yang demikian mulai
banyak ditinggalkan, atau sebagian masih memegang tradisi ‘iddah namun
meninggalkan perintah ihdad. Sehingga penerapan hukum yang terjadi
seolah kurang aplicable.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih membidik perempuan untuk
diatur dengan porsi lebih ketat dibanding dengan laki-lakidan aturan-
aturan tersebut sifatnya membatasi ruang gerak mereka, bahkan oleh
sebagian kelompok pemerhati gender dapat dikatakan membatasi hak asasi
manusia. Kemunculan KHI itu sendiri dipandang sebagai suatu model figh

khas ke-Indonesia-an yang notabene-nya diambil dari Kitab-kitab figh

’ Diatur dalam KHI Pasal 170, sebagaimana berikut: isteri yang ditinggal mati oleh
suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa ‘iddah sebagai tanda turut berduka
cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan
masa berkabung menurut kepatutan. Undang-Undang R.l Tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 374



klasik.® Disamping bagian dari hukum Islam terapan (materiil-positif),
validitas hukum Islam yang terdapat dalam KHI tidak hanya mengandung
makna yuridis, tetapi juga mengandung makna ibadah, artinya dengan
berpegang pada KHI, umat Islam Indonesia telah mengamalkan hukum
Islam. Keberadaan hukum Islam dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam
(KHI) menghadapi permasalahan yang berkembang dan dirasa terkesan
ambigu. ® Tanpa disadari proses ambiguitas tersebut telah menjadikan
masyarakat terombang-ambing pada suatu pemahaman yang masih
menimbulkan kontroversi. Kontroversi yang berujung pada suatu
pemisahan kelompok berdasarkan pada suatu pemahaman dan kepentingan
tertentu. Dan apabila pasal-pasal tersebut dibiarkan, KHI akan terus
melestarikan praktikdiskriminasi dalam masyarakat, terutama perempuan
dan kaum minoritas'®,

Untuk itu diperlukan penelitian lebih dalam mengenai
konsktruksi iddah dan ihdad dalam KHI yang dipandang sesuai dengan
perspektif gender, kemudian mengkaji ulang produk penafsirannya, yang
boleh jadi di masa sekarang dinilai kurang relevan, lalu bagaimana
kemudian impact dari konstruksi tersebut. Sehingga Undang-Undang,

hukum, dan norma, penting untuk selalu menyesuaikan. Bukan saja untuk

8 Marzuki Wahid, Figh Indonesia, (Bandung:ISIF, 2014), h. 113

® Ambigu diartikan sebagai konstruk pemikiran yang cenderung pada dua pemahaman,

yaitu pemahaman teoritik dan prkatis. Pemahaman teoritik artinya hukum Islam dipahami sebagai
sebuah ilmu dan wacana belaka, sedangkan pemahaman praktis hukum Islam selain sebagai ilmu,
juga dipahami sebagai suatu ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipatuhi dan dijalankan
sesesuai ketentuan tersebut.

19 Mufidah, Isu-Isu Gender Kontemporer, (Malang:UIN Maliki Press, 2010), h. 87



masyarakat, tetapi juga untuk hukum itu sendiri biar senantiasa
menemukan daya tariknya.** Agar hukum yang dihasilkan bukan hukum
yang lari dari nilai essesnsialnya dan bukan hukum yang kaku yang

melupakan kedinamisannya.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka
dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut;
1. Bagaimana konsktruksi ‘“ddah dan ihdad dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) dipandang dari perspektif gender ?
2. Mengapa konstruksi ‘iddah dan ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI) mendiskriminasikan perempuan ?
3. Bagaimana konstruksi ideal tentang ‘iddah dan ihdad dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI) perspektif gender?

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan utama dari penelitian ini yaitu, untuk menemukan jawaban
atas poin-poin yang termuat dalam pokok masalah, diantaranya yaitu:
1. Mendeskripsikan, menganalisis dan menyimpulkan konsktruksi ‘iddah
dan ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipandang dari

perspektif gender.

! Sadari, Reorientasi Hukum Keluarga Islam, (Tanggerang:CV Igralana, 2017), h. 1



2. Menjelaskan mengapa kontruksi ‘iddah dan ihdad dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) mendiskriminasikan perempuan, sehingga
ditemukan alasan-alasan terbentuknya kontruksi yang sebagaimana
tersusun.

3. Menemukan, kemudian menjelaskan konstruksi ideal tentang ‘iddah
dan ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perspektif gender.

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah, untuk
memberikan sumbangsih khazanah keilmun dalam hukum Islam khusunya
dalam bidang keluarga terkaitkonsktruksi ‘iddah dan ihdad dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut perspektif gender. Secara praktis,

hasil penelitian ini dengan kajian konsktruksi ‘ddah dan ihdad dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipandang dari perspektif gender dapat

dijadikan pertimbangan apakah memang bisa diterapkan dalam konteks

masyarakat masa kini atau tidak. Penelitian ini pada akhirnya dapat
memberikan kontribusi (kontribution to knowledge) dalam diskursus
pemikiran Islam di Indonesia yang lebih kontekstual, aplikatif, inklusif dan

egalitarian sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat.

. Kajian Pustaka

Penelitian tentang ‘iddah dan ihdadbukanlah hal yang baru dalam
penelitian hukum keluarga. Namun untuk membedakan penelitian yang
akan diteliti ini, penyusun akan menyajikan beberapa penelitian-penelitian

terdahulu yang meneliti tentang tentang rekonsktruksi ‘iddah dan ihdad



dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut perspektif gender. Adapun
penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Tesis tentang “Tinjaun Hukum Islam terhadap Hasil Tes USG
Sebagai Pengganti Masa ‘Jddah” oleh Khurul Anam.'? Sifat penelitian
dalam tulisan tersebut deskriptik-analitik dimana penyusun menjelaskan
tentang sistem kerja USG dalam mendeteksi janin dan menjelaskan makna
‘iddah. Dengan menggunakan pendekatan normatif, dimana melihat
persoalan yang dikaji dengan berdasarkan pada teks-teks al-Qur’an, hadis,
kaidah ushul figh serta pendapat ulama yang berkaitan dengan masa
‘iddah. Kesimpulannya bahwa masa ‘iddah tetap berlaku meskipun sudah
ada USG, perkembangan ilmu teknologi modern tidak dapat mengubah
panjang pendeknya masa ‘iddah yang telah ditetapkan dalam nash.
Sementara pada penelitian tesis penyusun ini terdapat dua variabel yakni
dua pembahasan (‘iddah dan ihdad), dengan pendekatan yang berbeda
yaitu pendekatan gender.

Tesis yang berjudul “Teori Ri’ayah Mashlahah al-Tufi dan
Aplikasinya dalam Menakar Problematika Ihdad”, oleh Arrifah Millati
Agustina.® Penulis mendasarkan penelitian pada teori usul figh yang
membahas peran akal dalam konsepsi hukum Islam dengan

dilatarbelakangi kasus-kasus hukum Islam yang semakin kompleks.

2 Khurul Anam, Tinjaun Hukum Islam terhadap Hasil Tes USG Sebagai Pengganti Masa
Iddah, Tesis, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2014)

3 Arrifah Millati Agustina, Teori Ri’ayah Mashlahah al-Tufi dan Aplikasinya dalam
Menakar Problematika Ihdad, Tesis, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2012)



Penulis mencoba mengaplikasikan teori at-Tufi yang terlihat belum pernah
digunakan dalam menyelesaikan masalah hukum Islam. Penelitian tersebut
merelevansikan teori ri’ayah al mashlahah dengan tahsin wa al tagbih
‘agliyyan yang keduanya memiliki hubungan dalam independensi akal.
Penelitian ini menjawab masa ihdad bagi isteri juga menjawab masa ihdad
bagi suami. Ketentuan ihdad suami memang tidak termaktub dalam nash,
namun Kkenyataannya ihdad dianggap memberi mashlahah dalam
pandangan masyarakat. Dengan teori at-Tufi suami memiliki masa ihdad
berdasarkan urf atau kebiasaan masyarakat. Sementara pada tesis
penyusun mengambil teori gender untuk menemukan mashlahat dari
konstruksi yang ada dalam KHI dengan menambahkan pembahasan lanjut
dari ‘iddah.

Tesis yang berjudul “‘lddah dalam al-Qur’an”, oleh Muhammad
Isna Wahyudi.** Dalam penelitiannya mendeskripsikan konteks historis
yang melatarbelakangi ketentuan ‘iddah dalam al-Qur’an dan menjelaskan
makna ‘iddah yang sesungguhnya di dalam al-quran kemudian
menyimpulkan relevansinya dengan konteks masyarakat muslim
Indonesia. Penelitian tersebut berupaya melakukan pembaharuan terhadap
hukum keluarga Islam di Indonesia, sehingga lebih dapat mewujudkan
keadilan dan kesetaraan dalam pola hubungan antara laki-laki dan
perempuan dengan tujuan membantu menjelaskan ketentuan ‘iddah yang

ditawarkan dalam Counter Legal Draft KHI. Sedangkan dalam tesis

¥ Muhammad Isna Wahyudi, Iddah dalam al-Quran, Tesis, (Yogyakarta:UIN Sunan
Kalijaga, 2006)
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penyusun tidak banyak lagi membicarakan penafsiran-penafsiran terhadap
aya ‘iddah, tetapi lebih melihat pada kesenjangan konstruksi yang ada
dalam KHI dengan realitas.

Tesis Ahmad Zayyadi yang berjudul “Modernisasi Hukum
Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam

15 penelitian ini

Counter Legal Draft Tentang Perkawinan)”.
mendeskripsikan mengenai persamaan KHI dengan CLD-KHI disertai
sejarah yang melatarbelakanginya. Terlebih menguraikan pasal-pasal
kontroversial yang ada di dalam CLD dengan menggunakan pendekatan
sosiologi hukum Islam dan teori modernisasi hukum. Penulis menjelaskan
bahwa KHI dan CLD berupaya memoderniasasi hukum Islam dengan
melihat persamaan gender dan hak-hak perempuan, dalam hal ini
perbedaannya hanya terletak pada epistimologi dan konsep pengambilan
ijtihad yang digunakan. Sedangkan pada tesis penyusun ini berupaya
memunculkan konstruksi baru dari dua tema yang ada dalam Buku 1 KHI.
Dengan teori gender dimaksudkan dapat muncul konstruk ideal yang
terbaru.

Jurnal yang ditulis oleh Asril, tentang “Eksistensi Kompilasi

Hukum Islam Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang

> Ahmad Zayyadi, Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif
Kompilasi Hukum Islam Counter Legal Draft Tentang Perkawinan), Tesis, (Yogyakarta:UIN
Sunan Kalijaga, 2010)
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¥ Tulisan tersebut

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.
berbicara dalam ranah kritik legal-formal dibentuknya KHI dalam
formalisasi hukum di Indonesia. Penulis lebih banyak berdiskusi tentang
eksistensi atau keberadaan Kompilasi Hukum Islam dalam Hierarki
Peraturan Perundang-Undangan Nasional sampai saat ini masih dalam
bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Jika dihubungkan dengan
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 keberadaan hukumnya
masih lemah dan tidak mengikat. Sedangkan keberadaan atau eksistensi
Kompilasi Hukum Islam dalam perkembangan ukum di Indonesia selalu
mengalami perkembangan, sejak latar belakang lahirnya Kompilasi
Hukum Islam, perumusan dan penetapan serta perjuangan agar Kompilasi
Hukum Islam bisa dijadikan sebagai Undang-undang Keluarga Islam di
Pengadilan Agama. Sementara dengan tesis penyusun lebih fokus pada
salah satu Pasal, bukan membahas lagi kitab undang-undang ataupun
sebuah pedoman yang berwujud Kompilasi Hukum Islam.

Tesis Endin Lidinillah, “Jender dalam Kompiasi Hukum Islam
(KHI) Studi Kecenderungan Jender dalam Ketentuan-Ketentuan
Perkawinan”. *’ Dalam penelitian ini, penulis memberikan kontribusi

pemikiran bahwa metode perumusan KHI lebih banyak mengadopsi

pendapat madzhab-madzhab figh konfensional yang didominasi dengan

16 Asril, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Juni
2015

Y Endin Lidinillah, Jender dalam Kompiasi Hukum Islam (KHI) Studi Kecenderungan
Jender Dalam Ketentuan-Ketentuan Perkawinan, Tesis, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2002)
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interpretasi teks secara tertutup. KHI sendiri memiliki kecenderungan
tekstual bukan kontekstual. Dalam penelitian itu ada bentuk analisa legal
draft tentang isi dan materi yang masih dianggap problematis dalam KHI
dan CLD-KHI melaului pendekatan sosiologi hukum, dengan
menggunakan teori modernisasi hukum dalam ilmu sosiologi untuk
menyatukan antara law and society sehingga problematika hukum dalam
KHI dan CLD-KHI dapat ditafsirkan dan dicari titik temu. Bedanya
dengan tesis penyusun, penelitian tersebut masih luas pembahasannya.
Didukung dengan pendekatan sosiologi, yang tentunya ini diluar konsen
tesis penyusun.

Tesis tentang “Kebijakan Negara Untuk Perempuan (Studi
Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia)”,
oleh Abdul Aziz.'® Dalam penelitian ini lebih fokus pada penelitian
terhadap nafkah dan mut’ah, khususnya tentang kebijakan-kebijakan yang
diambil oleh negara Malaysia dan Indonesia terhadap kedua masalah
tersebut, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi sosial budayanya.
Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa kebijakan yang diberikan oleh
Indonesia dalam nafkah dan isteri mengalami keberanjakan dari kitab-
kitab fikih tradisional. Sedangkan tesis penyusun lebih menjelaskan
konstruk yang semestinya diberlakukan kepada laki-laki dan perempuan.

Dan dikhususkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia saja.

18 Abdul Aziz, Kebijakan Negara Untuk Perempuan (Studi Terhadap Peundang-undanga
Perkawinan Indonesia dan Malaysia, Tesis, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2004)
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Jurnal tentang “‘Iddah dalam Keadilan Gender” ditulis oleh

° ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi dari penelitian

Indar. *
tersebut, pertama, tujuan ‘ddah tidak hanya bertujuan untuk mengetahui
kebersihan rahim, tetapi ada tujuan lain yang tidak bias gender, yaitu
tujuan rekonsiliasi dan berkabung, yang mana mereka harus sama-sama
saling melaksanakan dengan sadar. Kedua, mengingat figh merupakan
hasil interpretasi akal (ulama) atas nash, yang tentunya sangat terbuka
peluang untuk melakukan rekonstruksi pemikiran figh dalam kerangka
membangun figh yang berkeadilan gender, sebagaimana asas Islam, yakni
asas keadilan dan kemaslahatan bagi manusia. Ketiga, pemerintah, di
dalam Undang-Undang agar meninjau ulang Pasal-Pasal ‘iddah yang
hanya diberlakukan bagi perempuan. Tujuannya, supaya laki-laki sama-
sama merasakan ‘iddah sehingga keharmonisan dan keadilan dapat
terwujud. Selain itu, yang terpenting tentunya proses penyadaran dan
pemahaman bagi masyarakat seluruhnya. Sementara tesis penyusun Irbih
ditekankan pada dinamika pembentukan konstruksi ‘iddah dan ihdad
dalam KHI melalui teori gender progresif.

Jurnal yang berjudul “Fungsi ‘lddah Bagi Perempuan (Perspektif
Hukum Perkawinan Islam)” oleh Nunung Radliyah dalam Jurnal al-
Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam. Konten dari tulisan ini adalah
mengupas bagaimana fungsi hukum ‘iddah sebagai sarana pembersihan

rahim perempuan dari suami sebelumnya, menjadi masa berkabung dan

¥ \ndar, ‘Iddah dalam Keadilan Gender, Jurnal Studi Gender & Anak, Pusat Studi
Gender STAIN Purwokerto, Vol.5 No.1, (Jan-Jun 2010)
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intropeksi diri pasca perpisahan.?’ Pada tulisan ini lebih fokus berbicara
tentang aplikatif atau tidaknya suatu hukum ‘iddah. Sedangkan tesis
penyusun tidak hanya menjelaskan mengenai ‘i/lat hukum tetapi terdapat
opsi hukum lain.

Jurnal tentang “Ihdad Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum
Islam (Sebuah Analisis Gender)”, oleh Samsul Arifin, Wismar Ain
Marzuki. # Penelitian ini untuk memahami Ihdad Perempuan dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menggunakan pisau analisis
gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan ihdad dalam
Pasal 170 bab XIX sesuai dengan ketentuan dalam alquran dan hadits.
Bahwa ketentuan masa berkabung berlaku untuk perempuan dan laki-laki
dengan cara yang berbeda. Penelitian ini juga membahas tentang peran
gender berkaitan dengan talak yang menentukan harapan-harapan pada
laki-laki dan perempuan, terdapat nilai tatakrama dan norma hukum yang
membedakan peran laki-laki dan perempuan. Tulisan ini berbeda dengan
tesis penyusun, karena lebih mendiskripsikan etika hukum dalam
ketentuan hukum ihdad saja.

Dari tinjauan pustaka tersebut, penulis mencoba melakukan
penelitian dengan dua fokus permasalahan, yaitu persoalan ‘iddah dan

ihdad di dalam Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan

% Nunung Radliyah, Fungsi Iddah Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan
Islam), Jurnal al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam, VVol. 2 No. 2 (Maret 2009)

2l samsul Arifin, Wismar Ain Marzuki, Ihdad Bagi PerempSuan dalam Kompilasi
Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender), Lex Jurnalica, Vol 12 No 3, (Desember 2015)



15

pendekatan gender. Kajian tesis ini berusaha melengkapi kajian-kajian
yang telah ada dan membahas sisi-sisi lainnya yang belum disentuh
dengan mengupas secara menyeluruh mengenai kontruksi ‘iddah dan

ihdad.

Untuk memudahkan memahami perkembangan literatur / pustaka
yang membahas seputar masalah ‘iddah dan ihdad dalam Kompilasi

Hukum Islam serta perbedaannya dengan tesis penyusun, maka dibawah

ini dipaparkan tabel sebagai berikut:

NO PENYUSUN PERBEDAAN DENGAN
DANKARYANYA TESIS PENYUSUN

1 Tesis yang berjudul “Tinjauan | Penelitian tesis penyusun ini
Hukum Islam terhadap Hasil | terdapat dua variabel yakni dua
Tes USG Sebagai Pengganti | pembahasan (‘iddah dan ihdad),
Masa ‘Iddah” oleh Khurul | dengan pendekatan yang berbeda
Anam. yaitu pendekatan gender.

2 Tesis yang berjudul “Teori | Pada tesis penyusun mengambil
Ri’ayah Mashlahah al-Tufi dan | teori gender untuk menemukan
Aplikasinya dalam Menakar | mashlahat dari konstruksi yang
Problematika Ihdad”, oleh |ada dalam KHI  dengan
Arrifah Millati Agustina. menambahkan pembahasan

lanjut dari ‘iddahyaitu masalah
ihdad.

3 Tesis yang berjudul “‘lddah | Sedangkan dalam tesis penyusun
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dalam al-Qur’an”, oleh

Muhammad Isna Wahyudi.

tidak banyak lagi membicarakan
penafsiran-penafsiran  terhadap
aya ‘iddah, tetapi lebih melihat
pada kesenjangan konstruksi
yang ada dalam KHI dengan

realitas.

Tesis Ahmad Zayyadi yang

berjudul “Modernisasi Hukum

Keluarga Islam di Indonesia

(Studi Komparatif Kompilasi

Hukum Islam Counter Legal

Draft Tentang Perkawinan)”.

Sedangkan pada tesis penyusun
ini  berupaya memunculkan
konstruksi baru dari dua tema
yang ada dalam Buku 1 KHI.
Dengan teori gender
dimaksudkan  dapat muncul

konstruk ideal yang terbaru.

Tesis Endin Lidinillah yang

berjudul “Jender dalam

Kompiasi Hukum Islam (KHI)

Studi Kecenderungan Jender

dalam Ketentuan-Ketentuan

Perkawinan”.

Bedanya dengan tesis penyusun,
penelitian tersebut masih luas
pembahasannya. Didukung
dengan pendekatan sosiologi,
yang tentunya ini diluar konsen

tesis penyusun.

Tesis  tentang
Negara Untuk
(Studi  Terhadap

undangan

“Kebijakan
Perempuan
Perundang-

Perkawinan

Sedangkan tesis penyusun lebih
menjelaskan  konstruk  yang
semestinya diberlakukan kepada

laki-laki dan perempuan. Dan
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Indonesia dan Malaysia)”, oleh

dikhususkan pada kondisi sosial

Abdul Aziz. budaya masyarakat Indonesia
saja.

7 Jurnal yang ditulis oleh Asril, | Sementara dengan tesis
tentang “Eksistensi Kompilasi | penyusun lebih fokus pada salah
Hukum Islam Menurut | satu Pasal, bukan membahas lagi
Undang-Undang No 12 Tahun | kitab Undang-Undang ataupun
2011 Tentang Pembentukan | sebuah pedoman yang berwujud
Peraturan Perundang- | Kompilasi Hukum Islam.
Undangan”.

8 Jurnal tentang “‘Iddah dalam | Sementara tesis penyusun Irbih
Keadilan Gender” ditulis oleh | ditekankan  pada  dinamika
Indar. pembentukan konstruksi ‘iddah

dan ihdad dalam KHI melalui
teori gender progresif.

9 Jurnal yang berjudul | sedangkan tesis penyusun tidak
“Fungsi ‘Iddah Bagi | hanya menjelaskan mengenai
Perempuan (Perspektif Hukum | ‘i/lat hukum tetapi terdapat opsi
Perkawinan  Islam)”  oleh | hukum lain.

Nunung Radliyah.
10 | Jurnal tentang “lhdad Bagi | Tulisan ini berbeda dengan tesis

Perempuan dalam Kompilasi

Hukum Islam (Sebuah Analisis

penyusun, karena lebih

mendeskripsikan etika hukum
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Gender)”, oleh Samsul Arifin, | dalam ketentuan hukum ihdad

Wismar Ain Marzuki saja.

E. Kerangka Teoritik

Dalam konteks penelitian diatas, usaha Kompilasi Hukum Islam
(KHI) sebagai salah satu rujukan penyelesaian persoalan hukum keluarga
mempunyai tujuan yang essensial, yaitu menjunjung tinggi HAM dan
Magqashid Syari’ah.? Islam memandang perempuan mempunyai status
yang sama dengan laki -laki, dalam bahasa al-Qur’an menjelaskan bahwa
“sebagian kalian adalah turunan dari sebagian yang lain”.?* Antara laki-
laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan status, hak-hak dan balasan,
baik di dunia mapun di akhirat, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama
peserta yang setara dalam kehidupan sehari-hari.**

Dalam menentukan sebuah hukum, termasuk ‘ddah dan ihdad,
semestinya laki-laki dan perempuan mendapatkan porsi yang sama.
Meletakkan ajaran al-Quran dalam konteksnya (kontekstualisasi ajaran al-
Quran) adalah sesuatu yang penting demi memahami alasan logis
pewahyuannya. Sebab, hanya dengan cara ini kita dapat membedakan
ajaran-ajaran universalnya dari ajaran-ajaran spesifiknya, sehingga Kita

dapat terhindar dari bentuk pembacaan yang menindas dan tidak

22 Al-Syatibi, Al-Muwafagat, cet. 11, (Maktabah Tijariyah Kubra, 1975), h. 6
% Q.S. Ali Imran (3): 19

2 Wahidudin Khan, Agar Perempuan tetap Jadi Perempuan: Cara Islam Membebaskan
Wanita (Jakarta: Serambi llmu Semesta, 2003), h. 176-177
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adil.>®Selain itu, dengan kontekstualisasi diharapkan dapat menemukan
ajaran yang sejati, orisinal dan memadai dengan situasi yang dihadapi saat
ini.?® Akan tetapi sebelum melakukan kontekstualisasi ‘iddah dan ihdad,
perlu dijelaskan bagaimana konteks yang ada saat ini. Setidaknya terdapat
dua hal yang mencirikan konteks saat ini, yang menuntut pembaruan
konsep ‘iddah dan ihdad.

Pertama, saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
khususnya dalam bidang kedokteran telah memungkinkan untuk
mengetahui kehamilan dalam waktu yang relatif singkat dengan hasil yang
cukup akurat. Kedua, sekarang ini persoalan gender merupakan fenomena
yang meluas dan cukup menyerap perhatian dan sorotan banyak kalangan.
Dari mulai aktivis perempuan, akademisi, intelektual, ulama, kaum
professional, dan bahkan hingga kaum lelaki dan masyarakat pada
umumnya. Seiring juga dengan semakin majunya cara berfikir dan
perilaku manusia maka semakin menggema dan semakin dahsyat pula
suara-suara yang menggugat berbagai ketidakadilan gender yang dialami
oleh kaum perempuan selama ini, baik dalam sektor domestik maupun

sektor publik.?’

25 Asma Barlas, Cara al-Quran Membebaskan Perempuan, Ter. R Cecep Lukman Yasin,
(Jakarta:Serambi IImu Semesta, 2005), h. 293

% Hamim llyas, Kontekstualisasi Hadits dalam Studi Gender dan Islam, dalam Siti
Ruhaini Dzuhayatin dkk, Rekonstruksi metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam, Cet
. I, (Yogyakarta:PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICHIEP dan Pustaka Pelajar, 2002), h. 170-
180

27 Syarif Hidayatullah, Gender and Religion: An Islamic Perspective, Al-Jamiah, Vol 39,
No. 2 (2001), h. 324-325
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Gender mengacu pada ide-ide atau pandangan dan praktek yang
ditentukan secara sosial tentang bagaimana menjadi perempuan atau laki-
laki. Dalam masyarakat yang berbeda terdapat seperangkat aturan, norma,
adat istiadat dan praktik-praktik yang berbeda. Berdasarkan perbedaan
itulah laki-laki dan perempuan diterjemahkan ke dalam perbedaan-
perbedaan yang dikonstruksi secara sosial, antara perempuan dan laki-laki,
dan antara anak laki-laki dan anak perempuan.”®

Konsep gender menjadi penting karena keberbedaan gender telah
melahirkan sejarah panjang ketidakadilan sosial dalam masyarakat dan
bahkan dalam kebijakan pemerintah. Sejarah perbedaan gender dimulai
sejak manusia terlahir dan terjadi melalui proses yang panjang.**Perbedaan
tersebut dikonstruksi secara sosial, diobyektifikasi dan disosialisasikan
dari satu generasi ke genarasi selanjutnya, dan akhirnya diinternalisasi
sebagai sesuatu yang seakan memiliki kebenaran pada dirinya sendiri dan
bukan hasil konstruksi. Konstruksi menjadi semakin langgeng karena
diperkuat dan dijustifikasi melalui ajaran keagamaan maupun kebijakan
negara.

Ketika melembagakan ‘iddah dan ihdad, al-Quran tidak bisa begitu
saja keluar dari konteks yang ada pada saat pewahyuan, yaitu budaya

patriarkal. Bias budaya yang merupakan konteks pewahyuan al-Quran

% Inayah Rohmaniyah, Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama, (Yogyakarta:Diandra
Pustaka Indonesia, 2014), h. 10

» Mansour Fagih, Analisis Gender Transformasi Sosial (Gender Analisist & Sosial
Transformation), (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996), h. 9
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tersebut memiliki implikasi yang serius bagi masyarakat yang datang
kemudian. Kewajiban ‘iddah dan ihdad tentunya tidak terlepan dari visi
misi syariat Islam untuk mewujudkan kebaikan manusia. Aturan hukum
‘iddah dan ihdad bagi perempuan dalam konstruksi KHI tentu memiliki
maksud dengan salah satu kemashlahatan yang ingin dicapai atau
kemahdharatan yang ingin dihindari.Disisi lain magashid syariah dapat
mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini
tentang hak-hak manusia, pembangunan dan keadaban.*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori untuk
menganalisis permasalahan ‘iddah dan ihdad, diantaranya ialah teori
kesetaraan gender oleh kelompok progresif.Kategori progresif memandang
gender tidak hanya menjadi masalah sosial tetapi teks suci al-Quran
maupun hadits itu sendiri juga menjadi problem. Beberapa ayat al-Quran
secara tekstual menunjukkan bias gender, dan beberapa hadits yang
disebut  hadits-hadits ~ missigonis  masih  dipertanyakan  status
keshahihannya.Diantara pemikir gender progresif ialah Nasaruddin Umar, kritik

kesetaraan gendernya melalui tafsir dengan pendekatan hermeneutika dan

semantik. Disebabkan pendekatan penafsiran dan produk figh abad
pertengahan yang masih bias gender, dan tidak dapat menyelesaikan

problem kesenjangan gender di era sekarang, maka perlu dilakukan

%0 Jasser Auda, Magashid Syariah As Philoshopy Of Islamic Law: A Sistem Approach:
Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, Penerjemah Rasidin dan Ali Abdu El
Munim, cet. | (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h. 32
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dekonstruksi dan rekonstruksi pemikiran seputar gender dan Islam sebagai
jawaban dari problem tersebut.

Usaha yang dilakukan Nasaruddin Umar untuk membahas masalah
gender banyak digali dari pandangan al-quran yang tidak hanya
memfokuskan sebuah penelitian pada aspek teoritis maupun historis saja,
akan tetapi mengkajinya melalui beberapa aspek, baik dari aspek asbabun
nuzul tafsir dan tata bahasa. Karena pada ayar-ayat al-quran mengandung
konsepsi tertentu yang berhubungan dengan gender yang menarik untuk
dikembangkan. ® Yang pada akhirnya dapat ditemukan penyelesaian
terhadap persoalan konseptual antara nilai-nilai lokal dan universal al-
qguran yang berhubungan dengan perbedaan antara laki-laki dan
perempuan.

Penulis juga menambahkan teori resiprositas, teori yang dipelopori
Abdullah Ahmed an-Na’im ini bertujuan melihat apakah pasal-pasal
‘iddah dan ihdad dalam KHI sudah sesuai dengan prinsip hak asasi
manusia. Dijelaskan dalam teori ini bahwa seseorang harus
memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan.® Prinsip
ini bersifat universal karena dimiliki oleh semua kultur dan agama, tanpa
mempertimbangkan ras, seks, bahasa dan agama. Dapat ditarik prinsip-

prinsip HAM yang relevan sebagai indikator meninjau pasal-pasal dalam

3! Nasaruddin Umar, Perspektif Jender dalam Al-Quran, Disertasi, Program Pascasarjana
IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999, h. 1

2 Abdullahi Ahmed an-Na’im, Toward an Islamic Reformation, (Syracus:Syracus
University Press), h. 162-163
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Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu: tidak ada dikriminasi atas dasar
jenis kelamin, agama, ras dan bahasa; menganut asas persamaan,

kebebasan, dan keadilan.

. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertangggungjawabkan
secara ilmiah, dalam menelaah data dan menampilkan serta menjelaskan
obyek pembahasan dalam tesis ini, penyusun menggunakan metode
sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian pustaka (Library
research),® yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari
pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok
permasalahan yang diteliti. Objek penelitian ini adalah mengenai
kajian pasal-pasal KHI tentang masa tunggu (iddah) dan ihdad(masa
berkabung) dengan perspektif gender. Dalam hal ini dengan
mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan pembahasan
‘iddah dan ihdad dalam KHI, Undang-Undang, Jurnal dan kitab-kitab

klasik.

% Kartini, Kartono, Pengantar metodolgi Riset Sosial, (Tp, T.t), Cet. Vii, h. 33
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2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu
menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasikan secara obyektif
data yang dikaji dan sekaligus mempresentasikan serta menganalisa
data tersebut. ** Kemudian dilakukan application theory dengan
melakukan pembacaan ulang (rereading), penelitian
ulang(reresearch), penafsiran ulang (reinterpretation) terhadap pasal-
pasal KHI tentang masa tunggu ( ‘iddah) dan masa berkabung (ihdad)
dengan perspektif gender.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalahPendekatan Gender. Gender tidak terlepas dari asumsi-asumsi
yang dibangun oleh sosio kultural, baik melalui paradigma-paradigma
ideologis maupun filosofis dengan kepentingan tertentu. Adapun
gender sebagai pendekatan diperlukan dalam melakukan penelitian
atau penelaahan terhadap realitas sosial dalam rangka memahami
fenomena ketimpangan gender di masyarakat secara proposional dan
baik. Pendekatan gender digunakan sebagai alat analisis, kemudian
dikembangkan dengan berbagai metode serta teknik analisisi gender
yang akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sesuai

dengan konteks perjalanan dan perkembangan di

3 peter L. Berger, Langit Suci Agma Sebagai Realitas Sosial, (Jakarta: LP3S, 1991), h. 4-
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masyarakat. *® Bagaimana konstruksi ‘iddah dan ihdad dalam KHI
dikaji dengan kaca mata gender.
4. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer ialah data pokok yang digunakan
sebagai bahan utama dalam penelitian. *® Data primer dalam
penelitian ini ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat
pasal-pasal tentang ‘iddah dan ihdad. Serta kajian kitab-kitab figh
baik klasik maupun kontemporer.
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua.
Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas
dikorelasikan dengan data primer. ¥ Adapun data sekunder
diperoleh dari refernsi yang berkaitan dengan kajian ‘iddah dan
ihdad dalam dalam bentuk buku ataupun jurnal, karya ilmiah,
artikel serta informasi yang menyinggung mengenai Pasal-Pasal

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

% Umi Sumbulah, 2008, Gender dan demokrasi, (Malang, Averroes Press, T.t), Hal
pembuka.

% Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat
pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang
dicari. Lihat, Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 91

%7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesi,
1986), h. 12
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5. Teknik Pengumpulan Data
Kajian ini merupakan kajian kepustakaan, dimana penulis
melakukan pengumpulan data dengan tehnik dokumentasi. Yaitu
pencarian beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data dengan
kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan
dengan masalah penelitian, baik berupa catatan, transkip, buku-buku,
surat kabar, majalah, jurnal ilmiah, koran, website dan lainnya.*
6. Analisis Data
Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk meneliti,
mempelajari dan mengolah data, sehingga dapat diambil suatu
kesimpulan konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.
Dalam usaha mencari jawaban terhadap problem yang ada, penulis
menggunakan metode content analysis. 3 Dalam hal ini penulis
menggunakan kajian teori gender progresif untuk menganalisis Pasal

tentang masa tunggu dan masa berkabung.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman tesis ini,
penulis mencoba menyusun data secara terarah dan sistematis.

Pembahasan tesis ini disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

% Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), h. 168

% Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi 1, (Yogyakarta: Rake Sarasin,
1996), h. 49
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Bab I, pembahasan diawali dengan pendahuluan yang menjelaskan
arah dan tujuan yang akan dicapai dalam penulisan tesis ini. Bab ini
memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian,
dan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara umum
kepada pembaca mengenai arah penelitian ini.

Bab Il, perlu kiranya membahas tentang sebuah analisis gender,
karena konsen penelitian ini adalah kajian gender. Pada bab ini berisikan
sub tema antara lain: pengertian gender, karakteristik gender, gender
sebagai kontruksi dan identitas, dan gender sebagai alat analisis.

Bab Il1l, pada pembahasan ini mendeskripsikan secara umum
mengenai latar belakang terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Perlu disinggung tentang terbentuknya KHI karena untuk mengupas Pasal-
Pasal yang ada di dalamnya, termasuk Pasal tentang masa tunggu dan
masa berkabung, supaya diketahui dasar apa yang menyebabkan kontruksi
‘iddah dan ihdad bisa terbangun sedemikian rupa. Kemudian dilanjutkan
pembahasan mengenai ‘iddah dan ihdad menurut figh (tidak terlepas dari
historisitas masyarakat Arab pada masa terbentuknya hukum Islam hingga
perkembangan saat ini), yang di dalamnya meliputi: tinjauan hukum Islam
terhadap ‘iddah dan ihdad dengan berisikan tentang pengertian ‘iddah dan
ihdad, dasar-dasar penetapan ‘%ddah dan ihdad, bentuk dan macam-
macam ‘iddah dan ihdad, hikmah adanya ‘iddah dan ihdad. Selanjutnya

membahas juga transfomasi hukum ‘iddah dan ihdad yang dinilai masih
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statis, dengan memunculkan pembahasan konsep konsevatif, konsep KHI
dan terakhir ialah pembahasan mengenai konstruksi hukum ‘iddah
danihdad dalam perkembangan bentukrelasi laki-laki dan perempuan.

Bab 1V, Dalam bab ini penyusun menguraikan salah satu problem
‘iddah (masa tunggu) dan diskriminasi perempuan dalam KHI Pasal 153-
155, dilanjutkan pembahasan tentangihdad (masa berkabung) dan stereotip
perempuan dalam KHI Pasal 170, konstruksi‘iddah danihdad dalam
pergeseran peran perempuan, dan terakhir dibahas mengenai konstruksi
ideal tentang ‘iddah danihdad dalam KHI menurutperspektif gender.

Bab V, yaitu sebagai bab terakhir dari pembahasan tesis yang
berisi tentang kesimpulan dari pokok permasalahan yang sudah diteliti.
Kemudian ditutup dengan saran-saran yang ditunjukan kepada pihak-pihak
yang bersangkutan dan untuk memberikan khazanah keilmuan baru dalam

bidang hukum keluarga Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan yang telah penyusun uraikan dan jelaskan pada bab-
bab sebelumnya mengenai masalah ‘iddah dan ihdad dalam Kompilasi

Hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam rumusan KHI Bab VVII Pasal 153-155 tentang masa tunggu
letak diskriminasinya bisa dirasakan dari ketentuan ‘iddah yang hanya
mengikat para istri. Lebih dari itu pembahasan terkait ‘iddah dalam
Pasal 153-155 mengandung persoalan lamanya waktu ini menjadi
masalah yang serius ketika proses perceraian tersebut adalah gugat
cerai yang sumber masalahnya adalah dari pihak suami. Dalam kondisi
demikian perempuan dengan kekuatan hukum yang ada dituntut untuk
menjalankan penghormatan terhadap keadaan yang sesungguhnya
tidak menjamin keberlangsunan rumah tangganya akan baik kembali.
Sedangkan suami tanpa bepikir panjang langsung mempersunting
wanita lain untuk dinikahi. Pada kasus talak raj’i konsep ‘iddah yang
diterapkan kepada pihak isteri saja ini jauh lebih rawan, karena dalam
keadaan isteri yang ber-’iddah sedangkan suaminya bebas dari
ketentuan ‘iddah, tidak menutup kemungkinan akan pergi keluar
menikahi perempuan lain dan pada tiba saatnya isteri Yyang

menghabiskan waktu tunggu tersebut juga di-ruju’ kembali. Demikian

120
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masa tunggu tidak menjadi proses saling bepikir ulang tetapi justu
memicu tejadinya poligami terselubung. Keemudian konstuksi ihdad
dalam KHI Pasal 170 terkesan stereotip terhadap perempuan. Bahwa
perempuan adalah sumber masalah yang dengan memandangnya saja
bisa menimbulkan ketertarikan atau syahwat, sehingga ia mesti
disembunyikan dalam rumah. Stereotip ini muncul karena pembakuan
dan pelebelan terhadap perempuan, mereka di justifikasi sebagai
kelompok rentan. Padahal sesungguhnya makhluk bernama perempuan
juga memiliki kepentingan yang tidak jauh berbeda dengan laki-laki,
tehadap anggota keluaga maupun diluar itu. Adanya ketentuan ihdad
ini perempuan menjadi terbatasi langkahnya, terlebih wanita yang
bergelut di dunia karir.

Formula syariat hukum ‘iddah dan ihdad dalam bingkai KHI, oleh
kaum pendukung perempuan dianggap tidak cukup pro-aktif dalam
merespon perubahan sosial, terutama dalam menyikapi semakin
pentingnya aspek HAM di tingkat nasional dan dalam pergaulan
internasional. Dalam hal ini bukan berarti sesorang dapat membatalkan
sebuah hukum, seiring dengan perkembangan peran perempuan yang
bisa berubah dari pada umumnya, dalam masalah ‘iddah dan ihdad ini
seseorang dapat mengkompromikan kandungan hukum yang ada
dalam ketentuan syara’, seperti misalnya adanya kepentingan urgen
kewajiban perempuan menafkahi keluarganya pasca suami meninggal.

Demikian semestinya konstruksi ‘iddah dan ihdad dalam bingkai KHI
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diaplikasikan sesuai dengan konteks sosial masyarakatnya. Apabila
terjadi ketidakmungkinan bagi perempuan untuk mengikuti konsepsi
yang ada dalam KHI, maka hendaknya berdasarkan alasan yang diakui
oleh syara’ dan mengandung magashid syariah.

. Untuk konteks masa kini, maka ‘iddah tetap relevan diberlakukan bagi
perempuan dan juga bagi laki-laki, demi menjaga status perkawinan
yang merupakan akad yang agung, dan bukan sebagai kontrak perdata
murni saja. Sama-sama menjaga kehormatan sebuah pernikahan, dan
juga terdapat hikmah memberi kesempatan kepada suami dan isteri
pada ‘iddah talak raj’i yang berpisah untuk kembali pada kehidupan
semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik. Dalam keadaan ini
kedua belah pihak dapat saling intropeksi diri guna mengambil
langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan hubungan yang
lebih baik. Dengan keduanya menerapkan hukum ‘ddah yang sama
maka hal tesebut akan meminimalisir tindakan yang tidak diinginkan,
seperti poligami terselubung yang mengakibatkan kekerasan tehadap
perempuan. Sedangkan konsep ihdad menjadi ketentuan yang sifatnya
baik dan harus dilakukan apabila dalam kondisi perempuan dan atau
laki-laki tidak ada tuntutan (misalnya bekerja sebagai tuntutan
menafkahi keluarga atau kesibukan lain yang sifatnya merugian bayak
orang jika ditinggalkan). Yang terpenting dari pelaksanaan ihdad
adalah bagaimana tetap menjaga etika dalam begaul, tidak sampai

belebihan dalam bepenampilan ketika berinteraksi dengan banyak
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orang, sehingga jiwa dan fisik tetap tepelihara dai hal-halyang

semsetinya dihindarkan.

B. Saran-Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil dari penelitian yang penyusun
sampaikan di atas, maka penyusun ingin memberikan saran sebagai
berikut:

1. Untuk mencapai tujuan dibentuknya suatu hukum Islam yakni
kemashlahatan seharusnya muatan ketentuan hukum yang terdapat di
dalam KHI mengedepankan nilai-nilai egalitarian, supaya tidak ada
lagi kesan diskriminasi dalam sebuah hukum.

2. Hendaklah pemerintah mengayomi masyarakatnya dengan segera
mereformasi Kompilasi Hukum Islam, walaupun secara mayoritas
mungkin sudah sesuai dengan sosial budaya yang ada di negara ini,
tetapi ada beberapa yang harus diubah, misalnya konsep ‘iddah dan
ihdad ini. Karena pasal-pasal terkait ‘iddah dan ihdad menunjukan
diskriminasi terhadap perempuan. Demikian harus diatur lebih lanjut
dalam Kompilasi Hukum Islam, demi tujuan menjamin dan menjaga

kesehatan perempuan teruma dalam rumah tangga dan masyarakat.
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